Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Diduga Dibiarkan, Pemerintah
Dapat Setoran?
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ORINEWS.id — Pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, yang
terkesan ada pembiaran memunculkan dugaan ada setoran ke
pemerintah setempat.

Pasalnya, bagaimana bisa pemerintah setempat tidak tahu ada
pihak yang dengan sengaja memasang pagar di laut dengan
panjang mencapai 30 km.

“Dari pusat sampai daerah, diduga sudah dapat, tapi ya enggak
tahu yang baru ini dapat langsung atau via timses,” kata
Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional,
Dwi Sawung, seperti dilansir rmol, Sabtu (11/1/2025).

Dwi Sawung pun menyayangkan lambannya sikap pemda, yang baru
bertindak setelah kasus ini menjadi viral.

Padahal, sektor perikanan dalam hal ini nelayan yang sehari-
hari melintas di area tersebut sangat terdampak.

“Kami melihatnya memang pembiaran, sudah sering keluhan
nelayan di perairan Teluk Jakarta sampai Teluk Naga (Kab
Tangerang) soal pembangunan pesisir diabaikan. Sebenarnya
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sudah tahu juga 1itu pengembang yang mensubkontrakkan
pemasangan cerucuk di pesisir,” papar Dwi Sawung.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
akhirnya menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di
Tangerang, Banten, yang sebelumnya viral di media sosial.

Kegiatan pemagaran ini diduga tidak memiliki 1izin dasar
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta
berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan
Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi
merusak ekosistem pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
mengatakan, segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak
memiliki 1izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman
hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti
pemagaran laut ini harus segera dihentikan.

Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan praktik internasional
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi.[]



